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Choiron El Atiq, S330908003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam 
Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang 
di Indonesia. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum, Program 
Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia 
dalam sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang di 
Indonesia.  
Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal (normatif), dengan 
mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2, yaitu hukum adalah norma-norma 
positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Bentuk penelitian yang 
digunakan adalah evaluatif. Jenis data berupa data sekunder, yang meliputi bahan 
hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis logika 
deduksi.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : 
Eksistensi  Sistem Pembuktian  Terbalik Dalam Hukum Acara Pidana di 
Indonesia melalui ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
yang menyebutkan sebagai berikut : Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai 
dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh 
ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh 
undang-undang ditentukan lain. Dalam hal proses peradilan pidana dan hukum 
acara yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan 
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa 
Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-
undang ini. Dilihat dari prespektif hak-hak Terdakwa dalam pembalikan beban 
pembuktian terbalik  pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang antara 
lain bentuk penerapannya dibatasi hanya terhadap tindak pidana tertentu saja, dan 
dilakukan tidak pada tahap penyidikan namun pada tahap pemeriksaan saksi yang 
meringankan (saksi yang diajukan terdakwa)  dan pemeriksaan terdakwa di muka 
sidang pengadilan, bersifat tidak murni (terbatas dan berimbang) dan hanya 
berlaku pada pembuktian asal usul harta kekayaan yang dianggap/diduga berasal 
dari tindak pidana.  
Rekomendasi antaralain diperlukan aturan khusus yang mengatur sistem 
pembalikan beban sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya oleh 
para penegak hukum.Penerapan pembalikan beban pembuktian harus dilakukan 
secara hati-hati dengan tetap memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur yang lain 
dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut 
Umum  






Choiron El Atiq, S330908003. The Protection of Human Rights In The 
System Reverses The Burden of Proof for The Crime of Money Laundering 
in Indonesia. Thesis. Magister Program of Law Science, Postgraduated 
Program, Law Faculty. Sebelas Maret University. 
 
This research aims to know the protection of human rights in the system 
reverses the burden of proof for the crime of money laundering in Indonesia. 
The type of this research  is a doctrinal (normative), it is based on the law 
concept number 2, which is the possitive law norms in the national legislation 
system. The form of this research is using evaluative, which includes the primary 
law substance, secondary law substance and tertiary law substance. The data 
analysis using deduction logic. 
 Based on the results of the research and discussion, it can be conclude that: 
the existence of reversed evidence in criminal justice law in Indonesia includes 
the provisions of Article 103 in the book of legislation criminal law, it said: 
provisions contained in chapter I to chapter VII in that book is valid acts by the 
provisions of other legislations that threatened with criminal unless specified by 
another laws. In terms of criminal justice process and continous judicial 
procedure, the criminal of money laudering arranged in the provisions of Article 
68, and the law number 8, year of 2010. It is mention that investigation, 
prosecution, and investigation assembled by the jurisdiction, then the decision 
implementation  which has permanent law strength can be arranged by the 
provisions. This is conducted in accordance with the provisions of legislations, 
except another provisions that stated in this law. Seen from the perspective of the 
defendant’s right protection, on its implementation reversed evidence in money 
laundering crimes is limit only for the certain crime. It is not during in the 
preparatory phase of investigation but in the preparatory phase of the examination 
of a witness that relieved (witness filed by the defendant). The devendant’s 
investigation in front of the court of sessionis not pure (limited and balanced) and 
it will be valid only toprove the wealth source which is perceived or believed to 
be derived from the commission of a crime. 
 Recommendations are needed special rule that set the system of reversed 
evidence, so it can be used as the guidance on its application by the law 
envorcement. The application of burden reversal evidence should be carefully, it 
should reminds other elements in laundering money crime, that must be evidenced 
by of public prosecutors. 
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